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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN DHARMASRAYA 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN DHARMASRAYA 

NOMOR  3 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 

ANGGARAN 2025 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA, 

 

Menimbang  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2025, 

perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Dharmasraya tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan 

Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025; 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor   7  Tahun   2017  tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat   Komisi    

Pemilihan   Umum   Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  

Umum  Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi  Pemilihan   Umum   Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); 

  6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan 
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Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna 

Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN 

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA 

TAHUN ANGGARAN 2025. 

KESATU : 

 

Menunjuk Sdr Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos. 

sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 

Anggaran 2025. 

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung; 

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 

Langsung untuk Pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 

200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); 

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 

Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang 

bernilai paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta 

Rupiah); dan 

4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling 

banyak Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 

KELIMA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 680.000,- (Enam 

Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per bulan. 

KEENAM : Masa Kerja Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah 12 (Dua 
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Belas) bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan 

Desember 2025. 

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya 

keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 

Nomor: SP DIPA-076.01.2.656120/2025 tanggal 2 

Desember 2024 

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan  di Pulau Punjung 

Pada tanggal 2 Januari 2025 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN DHARMASRAYA, 

 

Ttd. 

 

A M R U L L A H 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM    

KABUPATEN DHARMASRAYA            

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 

 

 

 

 

Fauzil Hidayat 


